
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EV ALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI 
HASIL TEMBA.KAU DI KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a . bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan 
yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik 
daerah, perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 
penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan 
perundangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaiman telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

5. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5027); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 ten tang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 1997 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3718); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tela h diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratura n Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/ 2016 
tentang penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Tembakau; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah 
Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6 / D). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN, 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI 
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JOMBANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jombang. 
3 . Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Cukai adalah pungutan n egara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat 
atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007. 
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5. Dana Bagi Hasil Cukai yang selanjutnya disingkat DBH 
adalah dana yan g bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 
kepa d a daerah berdasarkan angka prosentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
de sen tralisasi. 

6. DBH Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat 
DBHCHT a d alah bagian dari anggaran transfer ke daerah 
yan g dibagikan kep a da Provinsi penghasil cukai dan/ a tau 
Provin si pen gh asil tembakau; 

7. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 
halaman dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya, yang d ipergunakan untuk m enghasilkan 
barang kena cukai dan/ atau untuk m engemas barang 
kena cuka i dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

8. Industri Hasil Tembaka u yang selanjutnya disingkat 
IHT a d a la h perusahaan besar dan U sa h a Kecil 
Menengah (UKM) yan g bergerak di bidang rokok. 

9. Rokok a d a lah hasil olahan tembakau a tau 
substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok 
lintingan , a ta u bentuk la innya yan g m engandung 
nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan 
dikonsumsi d en gan cara dibakar. 

10. Rokok Ilegal a dalah rokok tanpa dilekati pita cukai 
atau dilekati pita cukai ilegal. 

11. Lingkunga n Indus tri Hasil Tembaka u dan/ atau daerah 
penghasil bahan baku industri hasil tembakau adalah 
seluruh wilayah administratif daerah yang memiliki 
industri h asil tembakau dan/ a tau m engh asilkan bahan 
baku industri hasil tembakau. 

12. Penderita akibat dampak asap rokok adalah penderita 
semua penyakit yan g secara la ngsung disebabkan 
dan/ atau m eningkat resikonya oleh paparan hasil 
tembakau dan/ atau asap rokok secara a ktif maupun 
pasif. 

BAB II 
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Bagian Kesatu 
Prinsip Penggunaan 

Pasal 2 

(1) Pe nggun aan DBHCHT dia tur dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) u ntuk 
m endanai program/ kegiatan : 

1. Peningkatan kualitas bahan baku; 

2. Pembinaan industri; 

3. Pembinaan lingkungan sosial; 

4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau 
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5. Pembera ntasan barang ken a cukai ilegal. 

b . Paling banyak 50% (lima puluh perseratus) untuk 
mendanai program/ kegia tan sesuai dengan kebutuhan 
dan prioritas daerah. 

(2) Bupati bertanggung jawab terhadap penggunaan DBHCHT 
untuk program/ kegiatan sebagairnana dimaksud pada 
Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan 
karakteristik daerah. 

(3 ) Karakteristik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah penghasil cukai dan penghasil tembakau. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penggunaan DBHCHT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Bupati m embentuk Tim 
Koordinasi Penggunaan DBHCHT. 

(2 ) Tim sebagaima na dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tu gas: 
a. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi da n sinergisitas 

program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT; 
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggun aan 

DBHCHT; dan 
c. Menyiapka n bahan laporan realisasi DBHCHT. 

(3) Dalam melaksanakan tu gasnya Tim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang 
berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian 
Sekretariat Daerah. 

Bagian Kedua 
Rencangan Program/Kegiatan dan Penganggaran, 

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Pasal 4 

(1) Bupati melalui Tim Koordinasi Pen ggunaan DBHCHT 
menyusun rancangan program/ kegiatan dan 
penganggaran penggunaan DBHCHT untuk 
program/ kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1). 

(2) Bupati mela lui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT 
m enyampaikan rancan gan program/kegiatan dan 
penganggaran DBHCHT sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) kepada Gubernur sebelum tahun an ggaran berjalan. 

(3) Besaran DBHCHT yang digunakan untuk mendanai 
program / kegiatan sebagaiman a dima ksud dalam Pasal 2 
ayat (1) ditetapkan da lam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
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Pasal 5 

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a dicantumkan dalam Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. 

Bagian Ketiga 
Jenis-jenis Program/Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau. 

Paragraf 1 
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 

Pasal 6 

(1) Program Peningkatan kualitas bahan baku meliputi 
kegiatan: 

a. Standarisasi kualitas bahan baku; 
b. Pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah; 

c. Penyediaan sarana laboratorium UJl dan 
pengembangan metode pengujian; 

d. Penanganan panen dan pasca pan en bahan baku; 

e. Pembinaan dan fasilitasi pembentukan pengesahan 
badan hukum kelompok petani tembakau; dan/ a tau 

f. Pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau 
virgm1a. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Program Pembinaan lndustri 

Pasal 7 

(1) Program Pembinaan industri meliputi kegiatan: 
a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau 

penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan 
pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting 
rokok sigaret; 

b. Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) bagi industri kecil dan menengah; 

c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau; 

d. Pemetaan industri hasil tembakau; 
e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pada usaha indutri hasil tembakau skala 
kecil; dan/ a tau 

f. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar 
tar dan n ikotin bagi industri kecil dan menengah, dan 
penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) bagi 
industri hasil tembakau. 
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(2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau 
penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian 
sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok s igaret 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
ku rang mencakup data sebagai berikut: 
a. Jumlah mesin pelinting sigaret (rokok) di setiap 

pabrik atau tempat lainnya; 

b. Identitas mesin pelinting sigaret (rokok) meliputi 
merek, tipe, kapasitas, asal negara pem buat; 

c. Identitas kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) 
meliputi lokasi keberadaan dan asal mesin; dan 

d. Perpindahan kepemilikan mesin pelinting sigaret 
(rokok). 

(3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari 
pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data 
yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu 
daerah. 

'----(4) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), paling kurang meliputi: 

a. Nama perusahaan; 
b. Lokasi/alamat kantor dan pabrik ( nomor telepon, 

jalan/ desa, kabupaten, dan provinsi); 

c. Nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri 
(TOI ); 

d. Kapasitas terpasang (Sigaret Kretek Mesin, Sigaret 
Kretek Tangan, Sigaret Putih Mesin dan lain-lain); 

e. Realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir; 

f. Jumlah tenaga kerja linting/ giling, tenaga kerja 
pengemasan, dan tenaga kerja lainnya; 

g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 
(NPPBKC); 

h. Realisasi pembelian pita cukai; 
1. Wilayah pemasaran (dalam negeri dan atau luar 

negeri); 
J. Jumlah, merek, type dan kapasitas mesin pelinting 

sigaret (rokok) sertifikat registrasi mesin pelinting 
sigaret (rokok); 

k. Jumlah alat linting; 
1. Asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong 

(dalam negeri/ luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; 
dan 

m. Hasil Pengujian tar dan nikotin dari laboratorium 
penguji yang terakreditasi. 

(5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada 
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 3 
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 

Pasal 8 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial disesuaikan dengan 
urusan atau bidang yang menanganinya meliputi: 
a . Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD 

Kabupaten Jombang; 
b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Ploso; 

c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan; 
d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 

Keci ptakaryaan; 

e. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Lingkungan Hidup; 

f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial; 

g. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga 
Kerja; 

h. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi 
dan U saha Mikro; 

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian; 

J. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Perkebunan; 

k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Peternakan; 

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan; 
m. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang 

Perindustrian; 
n. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang 

Perdagangan; dan/ atau 
o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Ketahanan 

Pangan 

Pasal 9 

(1) Program pembinaan lingkungan sosial pada RSUD 
Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf a dilaksanakan mela lui kegiatan 
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan di 
RSUD Jombang bagi masyarakat yang terkena penyakit 
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya. 

(2) Program pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan/ pemeliharaan 
sarana pelayanan kesehatan di RSUD Ploso bagi 
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak 
konsumsi rokok dan penyakit lainnya. 

(3) Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi 
kegiatan: 
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a. Penyediaan/ pemeliha raan sarana pelayanan kesehatan 
di Puskesmas bagi masyarakat yang terkena penyakit 
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya; 
dan/atau 

b. Pembangunan/ rehablitasi/pemeliharaan saluran rur 
limbah. 

Pasal 10 

(1) Kegiatan penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) huruf a meliputi antara lain: 
a. Pengadaan; 
b . Pembangunan baru; 
c. Penambahan ruanga n; 
d. Rehabilitasi bangunan; 
e. Renovasi; 
f. Pemeliharaan bangunan; 
g. Kalibrasi/ sertifikasi; dan/ atau 
h. Pembelian suku cadang. 

(2) Kegiatan penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
alat dan/atau tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan baik kuratif maupun rehabilitatif yang berada 
di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lain milik pemerintah daerah, 
antara lain: 

a. Bangunan/ gedung/ ruang; 
b. Alat kesehatan; 
c. Obat-obatan, bahan pakai habis paka i, bahan kimia 

dan reagen; 
d. Sarana transportasi rujukan; dan 
e. Mobil unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif 

penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan 
penyakit lainnya. 

(3) Pelaksanaan kegiatan penyediaan/ pemeliharaan sarana 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Keciptakaryaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d 
meliputi kegiatan: 
a. Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan; dan/ atau 
b. Pembangunan / reh abilitasi/ pemeliharaan saluran rur 

lim bah, sani tasi dan air min um. 

Pasal 12 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud da lam Pasal 8 
huruf e meliputi kegiatan : 
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a. Penerapan sistem m anajemen lingkunga n bagi 
masyarakat di lingkungan industri h asil tembakau 
dan/atau penghasil bahan baku industri hasil 
tembakau ; dan/ a tau 

b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah 
industri hasil tembakau. 

(2) Kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 

a . Uji kualitas air , tanah dan udara emisi, da n ambien di 
lingkungan sekitar industri hasil tembakau; dan/ atau 

b . Pen gadaan dan pemeliharaan sarana prasarana/ alat 
uji kualitas air, tanh dan udara emisi, dan ambien di 
lingkungan sekitar industri hasil tembakau. 

Pasal 13 

(1 ) Progr am Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f 
dilaksanakan melalui kegiatan pernbinaan kemampuan 
dan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial. 

(2) Kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) , meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ atau 

b. Bantu an sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masya ra ka t . 

Pasal 14 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga 
Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf g 
meliputi kegiatan: 
a . Pembinaan kernampuan dan keterampilan kerja bagi 

ten aga kerja; 
b. Penguatan sarana dan prasarana k elembagaan 

pelatihan; 
c. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja bagi pencari kerja; dan/ atau 

d . Penguatan ekon omi rnasyarakat dalam rangka 
pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 
melalui kegiatan padat karya/ swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/ bahan baku dan banyak 
rnenyerap tenaga kerja lokal. 

(2) Kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja 
bagi tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
an tar a lain : 

a. Pelatihan berbasis kompeten si, termasuk 
uji/ sertifikasi kompeten si; 
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b. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
termasuk pembentukan dan pembinaan tenaga kerja 
mandiri sektor informal, pembinaan tenaga kerja 
mandiri, pembinaan padat karya produktif, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna, pembinaan 
tenaga kerja pemuda mandiri profesional, 
pendayagunaan tenaga kerja sarjana; dan/ a tau 

c. Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

(3) Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
antara lain: 
a. Pembangunan atau revitalisasi Balai Latihan Kerja; 

dan/atau 
b. Revitalisasi a tau pengadaan sarana/ peralatan 

pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja dan/ a tau 
Lembaga Kerja. 

(4) Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja 
sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf c, antara 
lain: 
a. Pemberian informasi lowongan kerja; 
b. Penyuluhan kerja; 
c. Penempatan eks siswa Balai Latihan Kerja; dan/ a tau 
d . Magang Kerja dalam n egeri. 

Pasal 15 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi 
dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf h dilaksana kan melalui kegiatan Pembinaan 
kemampuan dan keterampilan kerja/usaha bagi koperasi 
dan Usaha Mikro. 

(2) Kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ atau 

b . Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 16 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i 
dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemampuan 
dan ketrampilan kerja/ usaha bidang tanaman pertanian 
bagi m asyarakat. 

(2) Kegiatan pembinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ a tau 
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b . Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 17 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
j dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan kemampuan 
dan keterampilan kerja/usaha bidang perkebunan bagi 
masyarakat. 

(2) Kegiatan pembinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ atau 

b. Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 18 

(1 ) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang 
Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
k dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemampuan 
dan ketrampilan kerja/ usaha bidang peternakan bagi 
masyarakat. 

(2) Kegiatan pembinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 

a . Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat gun a; dan/ atau 

b. Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 19 

( 1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 1 
dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemampuan 
dan ketrampilan kerja/usaha bidang perikanan bagi 
masyarakat. 

(2) Kegiatan pembinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ a tau 

b. Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 
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Pasal 20 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang 
Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf m dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan 
kemampuan dan keterampilan kerja/ usaha bagi industri 
kecil dan menengah (IKM). 

(2) Kegiatan pembinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 

a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ a tau 

b . Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 21 

(1) Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang 
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf n dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan 
kemampuan dan ketrampilan kerja/ usaha ekonomi 
produktif bagi masyarakat. 

(2 ) Kegiatan pembina n kemampuan dan ketrampilan 
kerja/ usaha bagi masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 
a. Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 

pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ atau 

b. Bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Pasal 22 

( 1) Program Pem binaan Lingkungan Sosial b idang 
Ketahanan Pangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf o dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan 
kemampuan dan k etrampilan kerja/ usaha pengolahan 
pangan bagi masyaraka t. 

(2) Kegiatan p embinan kemampuan dan ketrampilan 
kerja/usaha bagi masyarakat sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 

a . Pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, 
pembinaan terapan teknologi tepat guna; dan/ atau 

b. Ba ntuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi 
usaha mandiri masyarakat. 

Paragraf 4 
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 

Pasal 23 

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi 
kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat 
dan/ atau pemangku kepentingan. 
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Paragraf 5 
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 

Pasal 24 

Program pemberantasan barang kena cukai ilegal, antara lain 
meliputi kegiatan : 

a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 
cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; 

b. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati 
pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; 

c. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 
cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) di 
peredaran atau tempat penjualan eceran; 

d. Pengumpula n informasi hasil tembakau yang dilekati pita 
cukai yang salah peruntukkan di peredaran atau tempat 
penjualan eceran; dan/ atau 

e. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita 
cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran. 

BAB III 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

Pasal 25 

(1) Perangkat Daerah yang memanfaatkan DBHCHT wajib 
membua t laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada 
Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT 
setiap tribulan. 

(2) Laporan sebagaimana 
di pergunakan se bagai 
realisasi DBHCHT. 

dimaksud pada ayat ( 1) 
pemantauan perkembangan 

(3) Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT merekapitulasi 
laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana 
pada ayat (2). 

(4) Tim Koordinasi Pen ggunaan DBHCHT menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan DBHCHT untuk 
program/ kegiatan sebagaimana pada ayat (3) setiap 6 
(enam) bulan kepada Bupati. 

(5) Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan DBHCHT 
m enyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Untuk semester pertama paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan 
b . Untuk semester kedua paling lambat minggu kedua 

bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

(6) Laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
pada tanggal 17 Mei 20 17 

BUPATI JOMBANG, 

NYONO SUHARLI WIHANDOKO 
Diundangkan di Jombang 
pada tanggal 
SEKRET _ ..,_, _ 

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 26 /E 

D:\IIUKUM 3\Pcraturan Bupau\2017\ASISTEN 11\Bag.Ekonomi\Pedoman Cuka12017 _EDIT OAPPEDA.doc 
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LAMPIRAN : PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 26 TARlff 2017 
TANGGAL : 17 Mei 2017 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT KABUPATEN JOMBANG 

SEMESTER ...... T AHUN ANGGARAN .... . .. .... ... . . 

Pagu Kabupaten Jorn bang : Rp .......... ........................ . 

No Program/ Kegiatan 

1 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS BAHAN 
BAKU 

-Kegiatan 
2 PROGRAM 

PEMBINAAN 
INDUSTRI 

-Kegiatan 
3 FRCX3RAM FEMBINAAN 

UNGKUNGAN S)SJAL 

-Kematan 
4 FRCX3RAMS)SJAU&\SI 

KEI'ENIUANDIBIDANG 
aJKAI 

-Kegiatan 
5 FRCX3RAM 

FEMBERANfASAN 
BA.RANG KENA aJKAI 
II.EDAL 

-Kegiatan 

JUMLAH 

Koordinator DBH CHr 
KabuµmnJoml:mlg 

NIP ....... ............. ....... . 

Rencana 
Anggaran 

~~ EIJflJlfff.D'd:c 

Realisasi Pencapaian 
anggaran K.ineria % 

Di retujui oleh 
BUPATIJOMBt\NG 

Keterangan 

( ....................... ....................... ) 

BUPATI JOMBANG, 


